KEPUITUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I RIZAU

NOMOR : KPTS. $97/VIII/ 1935

TENTANG 2

PANITIA PEMBEBASAN TAMAH UNTUX KEPERLUAN

KHUSUS OTORITA BATAM

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINKAT I RIAU

Menimbang

Hdengingat

.
.

bahwe dengan telah ditetackannya Pu-
lau Batam sebagai Daerah Indust-i
berdasarkan Surat Keputusan Presidsn
Renpubhlik Indnnesia Nomor 41 tahun
1873, maka Daerah tersebut telah
mengalami poroses perkembargan denaan
berbagai aspek dan masalah vang ditiun-
bulkannya, Xhususnva dalam bidang
pertanahan.

bahwe Panitia Pembebasan Tarah vaag
dibentuk dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I =Rian Nomor
Kpts. 114/V/1980 tanagal 2fF Mei 1930
vana disempurnakan dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingzat I Nomor
Kpts. 79/1V/1982 tanaaal 8 April 1932
dirasakan masih belum dapat menanaani
masalah pembebasan tanah sezara cepat
dan tepat.

bahwa untuk mengatasi hal-hil tersebut
di atas dipandang perlu membentuk
Panitia Pembsbasan Tanah Dasz:rah Otori-
ta Pulau Batam secara Khusus.
Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;:
Undang-undangy Nomor 61 tahuax 1958:

Undang-undany Nomor 5 tahun 1960;

TIndana-undany Nomor 20 tahua: 1961:
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Menet apkan

Pertema

kedua

5. Peraturan Peherintah Nomor 39 tahun

1973;

6. Peraturan Pemerintah Nomo) 34 tahun
1983;

[ty

7. Keputusan Presiden Nomor 41 tahun
1973;

8. Keputusan Presiden Nomor 1:24 M tahun
1980;

9. Keputusan bresiden Nomor 7 tahun
1984;

10. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1973;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
tahun 1972.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
tahun 1973.

13. Peraturan Menteri Dalam Neczeri Nomor
14 tahun 1975.

14. Peraturan Menteri Dalam Neceri Nomor
15 tarun 1975.

15. Peraturan Menteri Dalam Neceri Neomor
43 tahun 1977.

M E M IJ T US K AN

Mencabut dan menvatakan tidak berlaku laci
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat T
Riau Nomor Kpts. 114/v/1980 tang:zal 25 Meil
1980 j3jo. Keputusan Gubernur Kepiala Daereh
Tingkat I Riau Nomor Kpts. 79/1V/1982
tanggal 8 April 1982 tentang P=ambentuken
dan Susunen Keanggotaan Pembebasan Tanah
Khusus Oto:rita Pulau Batam.

Membentuk Panitia Pembebasan Ténah Khusts
Daerah Industri Otorita Pulau Batam dengan
Susunan Keanggotaan sebagai beriknut

123

i




R

{etiaa

Keempat

Walikotamadya Batam sebagai Katua Umum:
Kepala Kantor Agraria Kotamadya Batam
sebagai Ketua Pelaksana merangkap Anago-
ta.

c. Kepala Bagian Pemerintahan Kantor Wali-
kotamadva Batan sebagai Anago:a.

d. Kepala Dinas/Cabang Dinas Pertanian Ta-
naman Pangan Kotamadva Batam sebagai
Anggota. .

e. Kepala Dinas/Cabang Dinas Pekerjaan Umum
Kotamadya Batan sebagai Anggo:a.

f. Kepala Biro Hukum dan Agraria Kantor Ba-
dan Pelaksana DPDIPB sebagail Anggota.

g. Kepala Asisten Umum Satlak OPDIFB seba-
gal Anggota;

h. Kepala B8iro Perhubungan Wilayah dan Ta:za

oW

Guna Tanah pada Satlak OPDIFB sebagai.

Anagaota.

i. Camat setemnat sebacail Anaagota.

j. Kepala Desa/Kepala Kelurahan gcetempat
sebagal Anggota.

k. Kepala Seksgi Pengurusan Ha<~-hak Tanah
Kantor Agrari: Kotamadyva Batam sebagai
Sekretaris bukan Anggota.

Panitia Aimaksud Diktum Kedus mempunvai
tugas

a. menagadekan inventarisasi serta peneli-
tian setempat terhadan keadaai tanahnva,
banaunan-bangunan dan tanam-tanaman:

b. mengadekan peundinaan denagan nara nem>-
gang hek atas tanah dan bangainan/tanam-
tanaman:

c. menaksir besarnya biava gant:i rugli vang
akan cdibayarkan Kkepada vyan?y berha=<;

d. membuat Berita Acara pembebasan tanah
disertai fatwa dan pertimbangan;

e. menvaksikan pelaksanaan pembayaran ganti
rugi kepada vang berhak atas tanah/ba-
ngunan/tanaman tersebut.

Para anagacta dan Sekretaris Panitia dimas<-
sud diktum Kedua berdasarkan pasal 12 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
tahun 1975 masing-masing mendapat wang
honorarium sebesar 1/4 % (seperempat p=2r
seratus) cari jumlah taksiran gaiti ruai
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Kelira

Ka2tuiuh

dengan ketentuan untuk selurut arggoza
maksimum 1 1/2 % (satu setengah per sera-
tus) atau dalam bentuk uang selbesar Rp.
1.000.000,~ (satu juta rupiah).

&
Untuk memperlancar Kkegiatan administrasi
Pembebasan Tanah, Panitia Pembebasan Tanah
diperkenankan untuk menarik biaya adminis-
trasi sebesar 1% !satu persen) dari jumlah
taksiran ganti rtvai sebagaiman:z dimaksud
surat Menteri Dalam Negeri cqg. Direktur
Jenderal Agrarid tanagal 31 Jarari 1978
nomor BTu.l1/581/1978.

Keputusan ini mu.ai berlaku paZa sangqgal
ditetapkan, dengen ketentuan apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kesalahan
atau kekeliruan ekan diadakan pzarubahan/
perbaikan pada penstapan ini.

LCitetapkan di Pekanbar:
Fada tanggal 28 Agustus 1985
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I RIAU
ttd

H. IYAM MUNANDAR
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